
BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR     29     TAHUN2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TIMIRA JAYA RABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018
tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  mengamanatkan
penyusunan  Renstra  5  (lima)  tahun yang  disusun  untuk
menjelaskan pengelolaan BLUD;

b.     bahwa untuk meksud tersebut pertimbangan sebagaimana
dimaksud   pada   huruf   a,    perlu   menetapkan   dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat     :1.     Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      1969     tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten
-  Kabupaten  Otonom  di  Propinsi  Irian  Barat  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1969    Nomor    47,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 2907);

2.     Undang-Undang     Nomor     45     Tahun      1999     tentarig
Pembentukan  Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Propinsi  Irian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Paniai,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten  Puncak    Jaya  dan  Kota  Sorong     (Lembaran
Negara      Republik   Indonesia   Tahun   1999   Nomor   137,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 3894);

3.     Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem
Jaminan   Sosial   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5063);
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5.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa   kali   diubah   terakhir   dengan   Undangundang
Nomor   11   Tahun   2020   tentang  Cipta  Kerja   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor   245,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6573);

6.     Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang  Tenaga
Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014  Nomor  298,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5607);

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012   tentang  Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun
2012  Nomor   171  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5340);

8.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5533)    sebagaimana    telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan    Barang    Milik    Negara/Daerah    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor    142,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6523);

9.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.   Peraturan    Presiden    Nomor    18    Tahun    2020    tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor  10);

11.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  79  Tahun  2018
tentang  Badan   Layanan   Umum   Daerah   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita      Negara      Republik      Indonesia     Tahun      2020
Nomor  1781);
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13.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada
Standar   Pelayanan   Minimal   Bidang   Kesehatan   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14.   Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   43   Tahun   2019
tentang    Pusat    Kesehatan    Masyarakat    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

15.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014
tentang   Retribusi   Pelayanan   Kesehatan   di   Puskesmas
(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Mimika    Tahun    2014
Nomor 2);

16.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;

17.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  27  Tahun  2017  tentang
Pendele gas i an          Kewe nangan          Pe ngelo laan          d an
Penandatanganan   Perizinan   dan   Non   Perizinan   Kepada
Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mimika;

18.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  49  Tahun  2017  tentang
Kedudukan,  Struktur Organisasi,  Tugas  dan  Fulngsi  serta
Tata Kelja Dinas Kesehatan Tipe A;

19.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  58  Tahun  2017  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi Tugas dan  Fungsi  Serta
Tata   Kelja   Dinas    Penanaman   Modal   dan   Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tipe A;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN    BUPATI    TENTANG   RENCANA    STRATEGIS
PADA   PUSAT   KESEHATAN   MASYARAKAT   TIMIKA   JAYA
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagal    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang memiliki kewenangan daerah otonom.

3.   Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Mimika.

4.   Kepala  Dinas  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  Kepala  Dinas  adalah
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
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5.   Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  kepala  daerah  dan  DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

6.   Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas
adalah   fasilitas   pelayanan   kesehatan   yang   menyelenggarakan   upaya
kesehatan   masyarakat   dan   upaya   kesehatan   perseorangan   tingkat
pertama,   dengan   lebih  mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerj anya.

7.   Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  BLUD  adalah
sistem yang  diterapkan  oleh  unit  pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah
dalam   memberikan   pelayanan   kepada   masyarakat   yang   mempunyai
fleksibilitas  dalam  pola  pengelolaan  keuangan  sebagai  pengecualian  dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8.   Rencana  Bisnis   dan  Anggaran  yang  selanjutnya  disebut   RBA  adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kelja dan anggaran SKPD.

9.   Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan  praktek  bisnis  yang  sehat  untuk  meningkatkan  layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Pejabat pengelola BLUD  adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap  kinelja  operasional  BLUD  yang  terdiri  atas  pemimpin,  pejabat
keuangan   dan   pejabat   teknis   yang   sebutannya   disesuaikan   dengan
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

BAB 11

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

(1)    Puskesmas Timika Jaya menyusun  Rencana  Strategis  5  (lima)  tahunan
dengan   mengacu   kepada   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah
Daerah   Kabupaten   Mimika   dan   Rencana   Strategis   Dinas   Kesehatan
Kabupaten Mimika.

(2)    Pelaksanaan  Rencana  Strategis,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
harus  berdasarkan  pada  peningkatan  pelayanan  masyarakat,  efisiensi,
efektifitas,  produktifitas  berdasarkan  praktek  bisnis  yang  sehat  tanpa
mengutamakan pengambilan keuntungan.

(3)    Implementasi   Rencana    Strategis    dilakukan   dengan   memperhatikan
fleksibilitas penerapan BLUD.

Pasal 3

(1)    Rencana Strategis merupakan perencanaan 5  (lima)  tahun yang disusun
untuk        me nj e laskan        strategi        pen ge lolaan        BLU D        den gan
mempertimbangkan     alokasi     sumber     daya     dan     kinerja     dengan
menggunakan teknik analisis bisnis.

(2)    Rencana  Strategis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disusun  oleh
Pimpinan BLUD.
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(3)    Penyusunan  Rencana  Strategis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
memuat:
a.   rencana pengembangan layanan;
b.   strategis dan arab kebijakan;
c.   rencana program dan kegiatan; dan
d.   rencana keuangan.

(4)    Rencana Strategis Puskesmas Timika Jaya sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I        :    PENDAHULUAN

Memuat     latar     belakang,     pengertian,     tujuan,     dan
metod0108i.

b. BAB II       :    PROFIL PUSKESMAS
Memuat   demografis   dan   pemerintahan,   kependudukan,
serta produk layanan dan dukungan kekuatan.

c.  BAB III      :    ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
Memuat  analisis  internal  dan  ekstemal  serta  penjelasan
analisis internal dan ekstemal.

d. BAB IV

e.  BAB V

f.  BAB VI

9. BAB VII

h. BAB VIII   :

i.   BABIX     :

VISI, MISI DAN KEBIJARAN PUSKESMAS
Memuat visi, nisi, dan kebijakan dasar.
STRATEGIS BISNIS PUSKESMAS
Memuat   program   kerja,   kerangka   pembiayaan   jangka
menengah dan proyeksi pendapatan.
PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
Memuat pencapaian kinelja.
RENCANA PENCAPAIAN KINERJA
Memuat sasaran strategis, susunan pengelola program dan
prosedur pelaksanaan program.
PROYEKSI KEUANGAN
Memuat proyeksi pendapatan dan belanja, proyeksi neraca,
proyeksi arus kas, dan proyeksi rasio keuangan.
PENUTUP

(5)    Sistematika penyusunan renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3
ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkari Peraturan Bupati ini.

BAB Ill

PELAKSANRAN

Pasal 4

(1)    Pelaksanaan  pengelolaan  Puskesmas  Timika  Jaya  harus  berpedoman
pada Rencana Strategis.

(2)    Rencana strategis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.



-6-

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,   4  Juli  2022

BUPATI MIMIKA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4  Juli  2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

jENI OHESTINA usMArur

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 33


